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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Pergeseran paradigma Old Public Administration (OPA) menjadi 

paradigma New Public Management (NPM) dalam menyelesaikan berbagai 

masalah menjadi sebuah tuntutan keharusan bagi pemerintah dalam 

mengupayakan sebuah ide atau solusi yang terbaik dalam mencapai tata laksana 

atau administrasi modern. Bentuk administrasi modern dilihat pada arah 

transformasi nilai, pedoman, serta metode yang digunakan pada management dan 

organisasi pemerintah menuju kepada suatu sistem yang berbasis kinerja. 

Penyelenggaraan sector public yang kurang efisien dan efektif diberikan pada 

sektor privat, untuk membantu memanifestasikan prinsip Good Governance 

(pemerintahan yang baik) pada pemerintahan di indonesia.  

Pemerintahann yang baik atau biasa disebut dengan good governance 

ialah harapan yang menjadi dasar visi dalam penyelenggaraan sebuah negara 

dalam membentuk lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Good 

Governance didefenisikan sebagai jaringan yang sinergis dan konstruktif antar 

pemerintah, swasta dan masyarakat. Secara umum good governance 

dimaksudkan untuk mendukung dan mengembangkan sumber daya manusia guna 

menunjang sistem produksi yang efisien. Penyelenggaraan dasar good 

governance telah dituangkan pada Pasal 20 UU No 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah.  

Pemerintah notabenenya adalah pembuat kebijakan sudah seharusnya 

berpihak pada pelayanan publik jika mengacu dalam konsep good governance. 
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Pemerintah seharusnya perlu memikirkan pilihan kebijakan pelayanan publik 

yang akan diputuskan. Pemerintah memiliki banyak kendala dan problem apabila 

menangani pelayanan publik secara mandiri seperti halnya dalam pemungutan 

pajak yang tingkat kepatuhan masih sangat rendah hal ini juga disebabkan oleh 

rendahnya kesadaran bahwa peran pajak sangat penting demi tercapainya 

pembangunan dan pelayanan yang diberikan, juga belum maksimal kepada WP 

sehingga dibutuhkan prosedur yang memudahkan WP dalam pembayaran pajak 

tanpa melakukan antrian yang panjang, prosedur yang berbelit dan ribet.  

Perkembangann teknologi yang kian canggih pada hal ini ditandai dengan 

era digital/elektronik menjadikan sebuah peluang juga tantangan bagi Pemerintah 

Daerah dalam memanfaatkan peluang sistem informasi teknologi yang handal 

dan terkini. Strategi yang dibangun ialah pemberian pelayanan prima sekaligus 

pengawsan insentif pada wajib pajak. Tujuan yang ingin didapat ialah 

meningkatnya kepatuhan wajib pajak, meningkatkanya kepercayaan kepada 

masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. Untuk 

mewujdkan itu semuua maka perlu dipersiapkan dan dilaksankan secara 

menyeluruh dan komprehensiif.  

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu kota paling 

tua di negara khatulistiwa ini yang sudah menerapkan e-tax sebagai solusi atas 

permasalahan pajak tanpa melakukan kontak langsung petugas pajak dengan 

wajib pajak, serta dengan adanya e-tax ini diproyeksi dapat meningkatkan 

pendapatan pajak daerah dan mengefisiensi administrasi perpajakan. e-tax telah 

diberlakukan sejak tahun 2018 dan diatur dalam PERWAKO Nomor. 84 Tahun 
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2018 Tentang Cara Pembayaran dan Pelaporan Transaksi Usahaa Pajak, Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir melalui sistem online.  

Adapun usaha pemerintah dalam mengadakan infrastruktur, juga sebagai 

penyediaan pelayanan publik tidak cukup hanya mengandalkan kemampuanya. 

Dahulu, paradigma pelayanan publik lebih memberikan peran yang begitu besar 

kepada pemerintah yang merupakan sole provider. Namun, saat ini pemerintah 

tidak lagi menjadi aktor individu pada pengambilan kebijakan, sehingga  sektor 

publik perlu berkolaborasi dengan pihak lain baik itu swasta maupun masyarakat, 

seperti halnya pada kemitraan pemerintah dan swasta. 

Dijelaskan pada KEPRES No 67 tahun 2005 mengenai Kemitraan 

Pmeerintah dan Swasta atau disebut dengan Public Private Partnership badan 

usaha dalam penyediaan infrastruktur kemudian digantikan Keputusan Presiden 

(KEPRES) No. 7 tahun 1998 dan ditambah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) No. 38 tahun 2006 tentang manajemen resiko dalam project 

infrastrukture.  

Public Private Partnership (PPP) adalah perjanjiian kontrak antar 

pemerintah dan swasta, yang memiliki pembagian kerja masing masing dilihat 

dari aset dan kemampuaan dari masing masing pihak dalam mengaplikasikan 

sebuah fasilittas atau jasa, dengan jangka waktu yang cukup panjang. Melalui 

kemitraan ini, keahlian dan azet dari publik dan privat berkolaborasi dalam 

menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta melakukaan kerjasama dimana 

resiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas 

dibagi kepada pemeriintah dan kepada swasta.  Dalam bentuk kerjasama PPP ini 
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pemerintah masih mempunyai wewenang di perusahaan atau organisasi swasta 

yang diajak bekerjasama. 

Alasan sangat diperlukanya partisipasi sektor swasta (PPP) dalam 

menanggulangi kegiatan pemerintah dalam membangun serta menyediakan 

infrastruktur atau fasilitas publik dikarnakan keterbatasan anggaran dan SDM 

yang dimiliki oleh pemerintah serta menimbang bahwa kegiatan swasta lebih 

cepat dan efisien dibandingkan dengan pihak pemerintah. Efisiensi cara kerja 

swasta, kualitas SDM swasta yang punya, kecepatan adopsi terhadap 

perkembangan teknologi sering menjadi alasan sangat dibutuhkan keterlibata 

sektor swasta dalam memberikan pelayanaan kepada masyarakat. 

Dapat disimpulkan bahwa Public Priivate Partnership (PPP) merupakan 

keterikatan atau sinergi yang berkelanjutan (kontrak kerjasama jangka panjang) 

untuk memmbangun project atau infrastruktur publik dalam peningkatan 

pelayanaan publik antar pemerintah pusat atau pemerintaah daerah selaku 

regulator, perbankan atau konsorsium selaku penyandang dana dan pihak 

swaasta/BUMN/BUMD selaaku Speciaal Purpoose Compaany (SPC) yang 

bertanggungjawaab atas pelaksannaan suatu proyek mulai dari desain, pengadaan 

alat, konstruksii, pemeliharaaan dan operasional. 

Stakeholder lah yang menjadi faktor utama penentu dalam keberhasilan 

pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta (PPP) serta untuk meminimalisir 

resiiko yang akan terjadi selama pengerjaan proyek. Dalam kerjasama ini 

menghadapi berbagai kendala dan pemasalahan seperti penentuaan kontrak 

kerjasama dimana proses transaksi biaya atau anggaran yang ditawarkan oleh 

pihak mitra memiliki nominal yang cukup besar, sehingga sangat mempengaruhi 
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efiensi pendanaan yang seharusnya dikeluarkaan oleh pemerintah. Sedangkan, 

Williamson dalam Purnomo (2017) berpendapat bahwa biaya transaksi yang 

diiterapkan mengaacu kepada pertimbanggan biiaya pemerintah berupa biayaa 

rutin, biaya pembangunaan, biaya kebutuhaan SDM dan biaya untuk penyediaan 

sarana prasarana. Dari hal terseebut tentulah menjadi pertimbangan dalam 

melakukann negosiasi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kontrak 

kerjasama (PPP). 

Proses pelaksanaan kerjasama dalam Public Private Partnership (PPP) 

efektifnya dilakukan dengaan kerjasama dan pembiayaan berkelanjutan yang 

bersumber dari pendanaan swasta sebagai mitra kerjasama. Jika dikontekskan 

dengan penyelenggaraan e-tax berbasis keerjasama dengan konsep Public Private 

Partnership (PPP) ini memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dalam hal 

efesiensi anggaran dan sumberdaya dalam mengembangkan daerahnnya terutama 

pada sektor perpajakan.  

Melihat keterbatasan tersebut pemerintah dan swasta memiliki peran 

penting dalam membantu menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan. 

Pemerintah dan swasta harus mengikuti prosedur dan tahapan yang telah 

ditentukan dalam kerjasama untuk menciptakan tujuan yang telah ditetapkan. 

Pihak swasta yang akan bekerjasama dengan BPPD Kota Palembang yaitu Bank 

Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra sebagai vendor. PT Pinisi Elektra 

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang telekomunikasi yang 

membantu menyediakan alat E-Tax di BPPD Kota Palembang melalui 

pembiayaan yang di berikan Bank Sumsel Babel.  
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Secara infrastuktur e-tax sendiri sampai saat ini dari tahun 2018 

pemerintah Kota Palembang telah memasang sebanyak 600 pcs usaha wajib 

pajak, untuk tahun 2020 sendiri Kota Palembang melalui BPPD telah memasang 

100 unit e-tax  dan tapping box yang dapat merecord setiap traansaksi serta 

mengetahui secara real besaran pajak yang harus dibayar dari setiap transaksi 

usaha wajib pajak (Wulandari, 2020). Pelaksanaan e-tax di Kota Palembang 

padaa awalnya mendapat penolakan dari beberapa wajib pajak untuk 

menggunakan peralatan e-tax sedangkan kategorisasi usaha wajiib pajak tersebut 

sudah layak menggunakan e-tax. 

Perubahan target dan realisasi pajak daerah tidak terlepas dari beragam 

faktor diantara peningkatan jumlah wajib pajak, kesadaran wajib pajak, 

pemberian punishment WP yang tidak patuh dan cukup penting juga adanya 

dorongan dari pihak ekternal untuk mencapai target yang lebih besar dengan 

mengoptimalkan peran serta wajib pajak dan perbaikan pelayanan perpajakan 

daerah. Data menunjukan ada peningkatan pendapatan pajak daerah setelah 

penggunaan sistem pemungutan pajak online (e-tax), berikut penulis sajikan 

tingkat penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudaah menggunakan sistem 

pajak onliine (e-tax) pada tabel dibawah ini. 

Tabel 1 Penerimaan Pajak Daerah 

Jenis Pemasukan Tahun Target Realisasi % 

 

 

Pajak Restoran 

2018 87.450.000.000,00 93.348.646.681,00 106,75 

2019 170.000.000.000,00 127.858.658.202,00 75,21 

2020 115.000.000.000,00 99.227.792.766,00 86,29 

2021 115.000.000.000,00 130.807.488.195,00 113,75 

2022 180.000.000.000,00 153.559.454.638,00 85,31 

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2022 
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Data di atas terdapat peningkatan pendapatan pajak daerah Kota 

Palembang yang cukup signifikan sejak penggunaan sistem pajak secara 

online (e-tax) yang dimulai pada tahun 2018 sampai saat ini. Salah satu upaya 

Pemerintah Kota Palembang meningkatkan kinerja pelayanan di dinas terkait 

dengan pajak daerah ini ialah dengan mereformasi penggunaan sistem 

pemungutan pajak daerah dengan kerjasama antar pemerintah dan swasta 

secara online atau secara elektronik yaitu Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

Kota Palembang bersama Bank Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra yang 

bertujuan mempermudah wajib pajak dan pemerintah untuk melakukan 

pendataan dan pelaporan kegiatan pemungutan pajak daerah. 

Disisi lain berkembangnya e-tax di kota palembang, beberapa warung 

atau restoran menolak pemasangan alat dengan beberapa alasan. Dilansir 

Kumparan.com (2019), 

“Satuan Pol PP Kota Palembang saat menyegel warung bakso ‘Mas 

Aziz’ menggunakan KPK line. Penyegelan ini dilakukan karena 

pelaku usaha menolak untuk memasang alat e-tax di tempat usahanya. 

Sebelumnya wajib pajak sudah diperingatkan melalui surat peringatan 

hingga tiga kali. Namun tidak diindahkan sehingga terpaksa dilakukan 

penyegelan sesuai dengan keputusan Wali Kota Palembang No 409.A 

tahun 2019”  (https://kumparan.com/urbanid/tolak-pasang-e-tax-

warung-bakso-di-palembang-disegel-pakai-kpk-line-1s6WYTUL4lk) 

  

Pada berita diatas dijelaskan bahwa masih ditemukanya pelaku usaha 

yang melakukan penolakan pemasangan alat e-tax pembayaran pajak restoran 

dan dilakukan penyegelan oleh Petugas Pemerintaah Kota Palembang 

bersama dengann aparat TNI dan Polri. Hal tersebut dilakukan untuk 

melakukan peringatan kepada WP yang bersangkutan sebagai wajib pajak 

https://kumparan.com/urbanid/tolak-pasang-e-tax-warung-bakso-di-palembang-disegel-pakai-kpk-line-1s6WYTUL4lk
https://kumparan.com/urbanid/tolak-pasang-e-tax-warung-bakso-di-palembang-disegel-pakai-kpk-line-1s6WYTUL4lk
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untuk melakukan kewajiibannya sesuai dengan peraturaan yang telah 

ditetapkan.  

Dari latar belakang diatas, fenomena yang dimaksud adalah melalui 

Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam mereformasi pajak dalam 

mempermudah sistem pembayaran pajak menggunakan sistem online dan 

pelaksanaan kerjasamanya sesuai prosedur. Harapan hasil penelitian dari 

mengetahui bagaimana penerapan PPP dalam penerapan e-tax dan temuan 

dapat dijadikan acuan dalam evaluasi kerjasama yang dilakukan bersama 

pihak swasta atau vendor dan pihak bank.  

Berdasarkan fenomena yag dimaksud diatas, penulis ingin 

memfokuskan dan mengetahui bagaimana hubungan kerjasama pemerintah 

dan swasta dalam menerapkan program e-tax ini apakah sudah efektif atau 

belum. Oleh karena itu penulis ini membahas judul “Public Private 

Partnership dalam Penerapan E-Tax di Badan Pengelolaan Pajak Daerah 

Kota Palembang.”   

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Public Private Partnership 

dalam Penerapan E-Tax di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang ? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkaan latar belakang dan rumusaan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui efektif tidaknya dan 

mendeskripsikan Public Private Partnership Dalam Penerapan E-Tax di Badan 

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

pemiikiran dan informasi yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu 

Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswaa 

lainnya yang ingin melakukan kajian yang berkaiitan Public Private 

Partnership pada E-Tax. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan 

masukan bagi stakeholder untuk tecapainya Public Private Partenrship 

yang lebih baik serta dapat memberikan informasi bagi instansi terkait, 

yaitu dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota 

Palembang, Bank Sumsel Babel dan PT. Pinisi Elektra. 
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